WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 37 TAHUN
2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Mengingat

s 1,

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tarakan dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan
dan anggaran, perlu diberikan hak keuangan dan
administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Tarakan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah;

bahwa Peraturan Walikota Tarakan Nomor 37 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan
ekonomi saat ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tarakan
Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I[I Tarakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3711);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik




Menetapkan

10.

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tarakan
Nomor 37 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota
Tarakan Tahun 2017 Nomor 179) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf a dan b Pasal 7 diubah, serta
ditambah 1 (satu) huruf baru, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah menyiapkan Rumah Negara dan

perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota
DPRD melalui APBD.




(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan Rumah Negara bagi Pimpinan DPRD
dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan
setiap bulan, dengan perincian sebagai berikut:

a. Ketua DPRD sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan
belas juta rupiah) per bulan;

b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar
Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) per
bulan; dan

c. Anggota DPRD masing-masing sebesar
Rp.16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu
rupiah) per bulan.

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat
diberikan secara bersamaan dengan Rumah Negara
dan perlengkapannya.

(4) Apabila besaran tunjangan perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melebihi tunjangan
perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
Kalimantan Utara dan dalam peraturan perundang-
undangan ditentukan besaran tunjangan perumahan
untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dilakukan
penyesuaian.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Tunjangan transportasi dapat diberikan kepada
Anggota DPRD.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan
DPRD, maka Pimpinan DPRD dapat diberikan
tunjangan transportasi.

(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk uang
sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah)
per bulan.

(4) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan secara
bersamaan dengan kendaraan dinas jabatan.

(5) Apabila besaran tunjangan transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melebihi besaran tunjangan
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
Kalimantan Utara dan dalam peraturan perundang-
undangan ditentukan besaran tunjangan




transportasi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD,
maka dilakukan penyesuaian.

3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal
pada BAB VIII Ketentuan Penutup, yakni Pasal 18 A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18 A
Pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
dan Pasal 8 ayat (3) dibayarkan mulai bulan Juni 2021.

Pasal Il

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 1 Juli 2021

WALI TA TARAKAN,

IRUL

Diundangkan di Tarakan
Pada tanggal 1 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN

=k _

A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 433
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